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PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

TARIF DAN BESARAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

a. Bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (5) Peraturan Daerah
Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sampang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Umum, sudah tidak sesuai dengan perkembangan
perekonomian daerah dan perlu ditinjau kembali dengan
memperhatikan indeks harga pada saat ini;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98A ayat (1)
dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sampang Nomor S5 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Sampang tentang Tarif dan Besaran Retribusi

Pengendalian Menara Telekomunikasi.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
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Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah
diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya
dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur
dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar
dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaima telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor S5587),
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6402);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18
Tahun 2018 tentang Pencabutan Tiga Puluh Tiga
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1898);
Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika
dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
18 Tahun 2009, Nomor O07/PRT/M/2009, Nomor
9/PER/M/KOMINFO/03/09, Nomor 3/P/2009 tentang
Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama
Menara Telekomunikasi;

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun
2012 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun
2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan

Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sampang Tahun
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2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang
Tahun 2020 Nomor 4);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun
2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang
Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 9);

18. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2020 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Sampang (Berita Daerah

Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 71)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF DAN BESARAN

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2
3.
4

Daerah adalah Kabupaten Sampang;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang;
Bupati adalah Bupati Sampang;

Dinas Teknis adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Sampang;

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk

kepentingan orang pribadi atau badan;



7.

10.

11.

(1)

(2)
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Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau
penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat,
tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau
sistem elektromagnetik lainnya;

Pengendalian menara telekomunikasi adalah upaya pengawasan,
pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara
telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi dan potensi serta
kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi
dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan
umum;

Penyedia menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki,
menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan
bersama oleh penyelenggara telekomunikasi;

Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana
penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain
atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan
penyelenggaraan telekomunikasi;

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/ atau untuk tujuan
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan retribusi daerah;

BAB II
TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 2

Penghitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi serta prinsip
sasaran penetapan retribusi dilaksanakan sesuai dengan tingkat
penggunaan jasa;

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan
masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan;
Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan

biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi



untuk menutup sebagian biaya yang berkaitan langsung dengan
penyelenggara pelayanan;
(4) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi :
a. Honorarium petugas pengawas;
b. Transportasi;
c. Uang makan;

d. Alat tulis kantor (ATK).

BAB III
BIAYA OPERASIONAL

Pasal 3

(1) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) sebagai

berikut :
BIAYA BIAYA
NO URAIAN VOL/SAT PERBULAN PERTAHUN
1 | Honor 6 orang | 12 Bulan | Rp.1.200.000| Rp. 86.400.000
Petugas
2 | Transportasi | 2 unit 12 Bulan Rp. 4.800.000 | Rp. 115.200.000
3 | Uang makan | 6 orang | 12 Bulan Rp. 3.750.000 | Rp. 270.000.000
4 | ATK Lumpsum 1 Tahun Rp. 6.000.000 | Rp. 6.000.000
TOTAL BIAYA OPERSINAL PER TAHUN Rp. 477.600.000
BIAYA RATA-RATA ATAU TARIF MENARA PER TAHUN Rp. 9.388.000
(200 menara)
PEMBULATAN Rp 2.388.000

(2) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah
satu dasar dalam perhitungan besaran tarif retribusi pengendalian menara

telekomunikasi.

BAB IV
PERHITUNGAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 4
(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi
ditetapkan dengan rumus Retribusi = Tingkat Penggunaan Jasa x Tarif

Dasar Retribusi;



(2)

(3)

(4)

()

(6)
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Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur
berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan
pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun;

Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
sebanyak 2 kali dalam satu tahun;

Tarif dasar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
berdasarkan biaya operasional pengawasan dan pengendalian menara
telekomunikasi dengan komponen biaya honor petugas pengawas, biaya
transportasi, uang makan dan biaya ATK;

Besaran tarif dasar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan sebesar Rp. 2.388.000 (dua juta tiga ratus delapan puluh
delapan ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah indeks variabel menara
telekomunikasi;

Indeks variabel menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 11 Oktober 2021
BUPATI SAMPANG,

ttd.
H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 11 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd.
YULIADI SETIYAWAN, S.Sos, MM.

Pembina Utama Madya
NIP. 19660711 198809 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021 NOMOR : 44






